
$j) BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017

TENTANG

TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan

efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang

yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang

berupa sertifikat deposito;

b. bahwa untuk menciptakan pasar yang teratur dan efisien

diperlukan pengaturan sertifikat deposito yang

ditransaksikan di pasar uang;

c. bahwa pengaturan sertifikat deposito yang

ditransaksikan di pasar uang perlu memperhatikan

aspek tata kelola yang baik, mekanisme transaksi yang

aman dan efisien, serta memperhatikan prinsip kehati-

hatian dan didukung dengan pengawasan yang efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 1 1 / PBI/20 16

tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik
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BANK INDONESIA Halaman

Lndonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5909);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG

TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PASAR UANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud

dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri.

2. Perusahaan Efek ada1ah perusahaan efek sebagaimana

dimaksud da1am Undang-Undang yang mengatur

mengenai pasar moda1.

3. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar

moda1.

4. Perusahaan Pia1ang Pasar Uang Rupiah dan Va1uta Asing

yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang ada1ah

perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

perusahaan pia1ang pasar uang rupiah dan valuta asing.

5. Sertifikat Deposito ada1ah simpanan da1am bentuk

deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat

dipindahtangankan.

Q1
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11) BANK INDONESIA Halaman.

6. Transaksi Sertifikat Deposito adalah pemindahtanganan

secara jual-beli putus (outright) Sertifikat Deposito yang

dilakukan melalui Pasar Uang dengan kesepakatan

harga, mekanisme penyelesaian, dan penatausahaan

tertentu.

7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentra1 bagi Bank

Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk

kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat

Deposito da1am bentuk tanpa warkat.

8. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau

badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau

berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan

kegiatan utamanya tidak di Indonesia.

9. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang

bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-

meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai

dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan

valuta asing, yang berperan da1am transmisi kebijakan

moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan dan

kelancaran sistem pembayaran.

BAB 11

TENOR SERTIFIKAT DEPOSITO YANG DITRANSAKSIKAN DI

PASAR UANG

Pasal 2

(1) Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang

memiliki tenor paling singkat 1 (satu) bulan dan paling

lama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu 1 (satu) bulan, 3

(tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua

belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga

puluh enam) bulan.

(2) Perhitungan tenor Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
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(J) BANK INDONESIA Halaman ...4.

a. tenor dihitung mulai dari tanggal penerbitan sampai

dengan tanggal jatuh tempo Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang;

b. perhitungan 1 (satu) bulan tenor sarna dengan 30

(tiga puluh) hari kalender;

c. dalam hal Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di

Pasar Uang memiliki jumlah hari bukan kelipatan 30

(tiga puluh) hari, dilakukan pembulatan dalam

perhitungan tenor sesuai dengan kelebihan hari dari

kelipatan 30 (tiga puluh) hari terakhir; dan

d. pembulatan dilakukan ke bawah frounded down)

dalam perhitungan tenor apabila kelebihan hari

kurang dari 15 (lima belas) hari.

(3) Contoh perhitungan tenor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota

Dewan Gubernur ini.

BAB 111

PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Izin Sebagai Penerbit Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang

Pasal 3

(1) Bank yang akan menerbitkan Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang wajib memperoleh izin dari

Bank Indonesia.

(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan

surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen

pendukung sebagai berikut:

a. informasi perusahaan, paling sedikit meliputi nama,

alamat kantor pusat dan kontak korespondensi,

serta daftar nama direksi dan dewan komisaris

perusahaan;
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(J) BANK INDONESIA Halaman ......

b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh

instansi yang berwenang, berikut perubahan

anggaran dasar terkini yang telah memperoleh

persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan

perubahan anggaran dasar dari instansi yang

berwenang;

c. fotokopi surat persetujuan untuk menerbitkan

Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat

(scripless) dari otoritas yang berwenang; dan

d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen

perusahaan.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:

a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang beserta peraturan

pelaksanaannya;

b. memenuhi kriteria Sertifikat Deposito sesuai dengan

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang beserta peraturan

pelaksanaannya setiap kali akan menerbitkan

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar

Uang;

c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen

risiko dalam penerbitan Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang; dan

d. mempertimbangkan risiko sistemik da1am

penerbitan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan

di Pasar Uang.

(4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota

Dewan Gubernur ini.

(5) Contoh dokumen informasi perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam
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6

Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Izin Sebagai Perantara Pelaksanaan

Transaksi Sertifikat Deposito

Pasal 4

(1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang bertindak

sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat

Deposito wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan

dokumen pendukung sebagai berikut:

a. informasi perusahaan, paling sedikit meliputi nama,

a1amat kantor pusat dan kontak korespondensi,

serta daftar nama direksi dan dewan komisaris

perusahaan;

b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh

instansi yang berwenang, berikut perubahan

anggaran dasar terkini yang telah memperoleh

persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan

perubahan anggaran dasar dari instansi yang

berwenang;

c. fotokopi surat persetujuan izin usaha sebagai

perantara pedagang efek dari otoritas yang

berwenang;

d. prosedur operasi standar dalam
. kegiatan perantara

pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito; dan

e. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen

perusahaan.

äi
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(3) Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan

dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang

berisi komitmen manajemen perusahaan.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e dan ayat (3) meliputi komitmen manajemen

untuk:

a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang beserta peraturan

pelaksanaannya;

b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen

risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito.

(5) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran 111 yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Anggota Dewan Gubernur ini.

(6) Contoh dokumen informasi perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(7) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran

VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Izin Sebagai Kustodian Sertifikat

Deposito

Pasal 5

(1) Bank dan Perusahaan Efek yang bertindak sebagai

Kustodian Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di

Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
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11) BANK JNDONES[A Halaman.

(2) Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengajukan surat permohonan yang dilengkapi

dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. informasi perusahaan, paling sedikit meliputi nama,

alamat kantor pusat dan kontak korespondensi,

serta daftar nama direksi dan dewan komisaris

perusahaan;

b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh

instansi yang berwenang, berikut perubahan

anggaran dasar terkini yang telah memperoleh

persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan

perubahan anggaran dasar dari instansi yang

berwenang;

c. prosedur operasi standar dalam kegiatan kustodian

Sertifikat Deposito; dan

d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen

perusahaan.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Bank menyampaikan fotokopi surat

persetujuan izin kegiatan usaha bank umum sebagai

Kustodian dari otoritas yang benvenang.

(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Perusahaan Efek menyampaikan fotokopi

surat persetujuan izin kegiatan usaha sebagai perantara

pedagang efek yang dapat mengadministrasikan rekening

efek nasabah dari otoritas yang berwenang;

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:

a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang beserta peraturan

pelaksanaannya; dan

b. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen

risiko dalam pelaksanaan fungsi kustodian

Transaksi Sertifikat Deposito.
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([)BANK INDONESIA Halaman ...9.

(6) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota

Dewan Gubernur ini.

(7) Contoh dokumen informasi perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam

Lampiran vIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(8) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 6

Pengajuan permohonan izin ke Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditujukan

kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

J1. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

BAB IV

PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN

Pasa1 7

(1) Bank Indonesia memberikan izin atau menolak

permohonan secara tertulis pa1ing lambat 10 (sepuluh)

hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan

dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan

diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

(2) Bank Indonesia melakukan penelitian administratif

terhadap kesesuaian dokumen yang diajukan

sebagaimana kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan

Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di

Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya.
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(3) Bank Indonesia dapat melakukan klarifikasi lanjutan

dalam bentuk:

a. pertemuan tatap muka dengan pihak yang

mengajukan izin untuk melakukan verifikasi atas

kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan;

dan/atau

b. meminta informasi kepada otoritas yang berwenang.

(4) Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan klarifikasi

lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank

Indonesia memutuskan untuk:

a. memberikan izin; atau

b. menolak permohonan.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

diberikan dalam hal:

a. hasil penelitian administratif menunjukkan bahwa

dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap,

benar, dan sesuai dengan kriteria yang diatur oleh

Bank Indonesia; dan

b. hasil klarifikasi lanjutan menunjukkan kebenaran

sesuai dengan dokumen yang diajukan dan/atau

tidak terdapat permasalahan berdasarkan infomasi

dari otoritas yang berwenang;

(6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b ditolak dalam hal:

a. hasil penelitian administratif menunjukkan bahwa

dokumen yang disampaikan pemohon tidak benar

dan/atau tidak sesuai terhadap kriteria yang diatur

dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;

dan

b. hasil klarifikasi lanjutan tidak menunjukkan

kebenaran dan kesesuaian dengan dokumen yang

diajukan dan/atau terdapat permasalahan

berdasarkan informasi dari otoritas yang berwenang.

ji
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Pasal 8

Izin sebagai penerbit, perantara pelaksanaan transaksi,

dan/atau Kustodian Sertifikat Deposito yang ditransaksikan

di Pasar Uang dapat dicabut oleh Bank Indonesia dalam hal:

a. izin usaha sebagai Bank, Perusahaan Efek, dan/atau

Perusahaan Pialang dicabut oleh otoritas yang

berwenang;

b. terdapat putusan badan peradilan;

c. terdapat rekomendasi dari otoritas yang berwenang;

d. telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan

di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur

di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang; dan/atau

e. berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia

menunjukkan adanya permasalahan yang mempengaruhi

kemampuan Bank, Perusahaan Efek, dan/atau

Perusahaan Pialang, dalam melakukan kegiatan

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia

tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.

BABV

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENDAVFARAN PADA LPP

Bagian Kesatu

Keterbukaan Informasi

Pasal 9

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang harus mencantumkan

pernyataan dapat ditransaksikan di Pasar Uang dalam

ha1aman depan dokumen informasi penawaran kepada

investor.

di
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Bagian Kedua

Pendaftaran pada LPP

Pasal 10

(1) Bank yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia

untuk menerbitkan Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang harus menyampaikan

fotokopi surat izin dimaksud kepada LPP sebagai bagian

dari dokumen pendukung pendaftaran instrumen

Sertifikat Deposito dalam penatausahaan LPP.

(2) Penyampaian fotokopi surat izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilakukan sebelum Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang terdaftar

secara efektif di LPP.

BABVI

PENYAMPAIAN INFORMASI PENERBITAN

Pasal 1 1

(1) Bank yang telah mendapatkan izin untuk menerbitkan

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang

dari Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi

realisasi penerbitan secara tertulis kepada Bank

Indonesia setiap kali menerbitkan Sertifikat Deposito

yang ditransaksikan di Pasar Uang.

(2) Informasi rea1isasi penerbitan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) antara lain:

a. security name (termasuk seri penerbitan) dan nomor

International Securities Identfication Number (ISIN);

b. nominal penerbitan;

c. diskonto;

d. jangka waktu;

e. tanggal penerbitan;

f. tanggal jatuh tempo; dan

g. penatalaksana penerbitan (arranger).

(3) Informasi rea1isasi penerbitan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 5 (lima)
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hari kerja setelah Sertifikat Deposito diterbitkan dan

dicatat secara efektif pada LPP.

(4) Penyampaian informasi realisasi penerbitan ke Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

kepada alamat korespondensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6.

BAB VII

TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PASAR UANG

Pasal 12

(1) Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito harus

dilakukan pa1ing lama 5 (lima) hari kerja setelah

transaksi (t+5).

(2) Contoh penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 13

(1) Perhitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito

menggunakan konvensi perhitungan hari (day-count

convention) yaitu Actual/360.

(2) Contoh perhitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 14

(1) Penentuan harga dalam Transaksi Sertifikat Deposito

dapat mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku

secara umum di Pasar Uang.

(2) Suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar

Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) untuk mata

uang rupiah; atau

J2
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b. London Interbank Offered Rate (LIBOR) atau suku

bunga acuan lainnya yang lazim digunakan untuk

mata uang valuta asing.

Pasal 15

(1) Bank dan Perusahaan Efek dilarang menjual Sertifikat

Deposito yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta

asing kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder.

(2) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilarang

memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito

yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing dari

nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk di pasar

sekunder.

(3) Contoh larangan transaksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VIII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

Pasal 16

(1) Pelapor Transaksi Sertifikat Deposito terdiri atas:

a. Bank;

b. Perusahaan Efek; dan

c. Perusahaan Pialang.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang

terdiri atas:

a. laporan Transaksi Sertifikat Deposito untuk

kepentingan sendiri yang dilakukan oleh Bank dan

Perusahaan Efek; dan/atau

b. laporan Transaksi Sertifikat Deposito untuk

kepentingan nasabah yang dilakukan oleh
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Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai

perantara.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Bank Indonesia dengan pengaturan

sebagai berikut:

a. bagi pelapor Bank, melalui sistem laporan harian

bank umum;

b. bagi pelapor Perusahaan Efek dan Perusahaan

Pialang, melalui sistem laporan sebagaimana diatur

da1am ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai laporan transaksi sertifikat deposito oleh

perusahaan efek dan perusahaan pia1ang.

(4) Tata cara penyampaian laporan mengacu pada ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian

bank umum dan laporan transaksi sertifikat deposito

oleh perusahaan efek dan perusahaan pia1ang.

Bagian Kedua

Pelaporan Penatausahaan Sertifikat Deposito

Pasal 17

(1) LPP wajib menyampaikan laporan atas penatausahaan

Sertifikat Deposito kepada Bank Indonesia secara

periodik.

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara

Bank Indonesia dengan LPP.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank,

Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan LPP yang

terkait dengan penerbitan dan transaksi Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengawasan tidak langsung; dan/atau

b. pemeriksaan.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi

dengan otoritas lain yang berwenang.

Pasal 19

(1) Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan LPP

wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi,

dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank

Indonesia.

(2) Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan LPP

wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi,

dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank

Indonesia.

BABX

PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Pelaporan

Pasal 20

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) da1am Peraturan Bank Indonesia

tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur tentang laporan harian bank

umum.

(2) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar

Uang dan Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) da1am

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
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Deposito di Pasar Uang dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

laporan transaksi sertifikat deposito oleh perusahaan

efek dan perusahaan pialang.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 2 1

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang dikenakan sanksi administratif

berupa teguran tertulis.

(2) Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) da1am

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif

berupa teguran tertulis.

(3) Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 1 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang dikenakan sanksi

administratif berupa teguran tertulis.

(4) Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis

kepada Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan

Pialang yang melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan

tembusan kepada otoritas yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar

Pasal 22

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 3 ayat (1) dan/atau Pasa1 5 ayat (1) da1am
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Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang dikenakan sanksi kewajiban

membayar sebesar O,O1% (nol koma nol satu persen) dari

nilai nominal penerbitan, paling sedikit sebesar

RplO.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) dan paling

banyak sebesar RplOO.000.000,OO (seratus juta rupiah)

per penerbitan.

(2) Bank atau Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang dikenakan sanksi kewajiban

membayar sebesar O,O1% (nol koma nol satu persen) dari

nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi

persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar

RplO.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) dan paling

banyak sebesar RplOO.000.000,OO (seratus juta rupiah)

per transaksi.

(3) Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang dikenakan

sanksi kewajiban membayar sebesar 0,0 1% (nol koma nol

satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak

memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar

RplO.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) dan pa1ing

banyak sebesar RplOO.000.000,OO (seratus juta rupiah)

per transaksi.

(4) Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi

kewajiban membayar kepada Bank, Perusahaan Efek,

atau Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3), dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang.

(5) Pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai

berikut:

a. Sanksi kewajiban membayar bagi Bank dilakukan

oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening

giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
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b. Sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Efek

dan Perusahaan Pialang dilakukan dengan cara

melakukan setoran kepada rekening Bank Indonesia

dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat

pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada

alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6.

(6) Contoh pengenaan sanksi kewajiban membayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota

Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara

Kegiatan di Pasar Uang

Pasal 23

(1) Bank yang melakukan pelanggaran atas Pasa1 3 ayat (1),

Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9

ayat (1), dan/atau Pasal 1 1 dalam Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar

Uang, sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan

dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di

Pasar Uang, berupa penerbitan Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang, kegiatan sebagai

Kustodian, dan/atau Transaksi Sertifikat Deposito untuk

kepentingan sendiri dan/atau nasabah, selama 1 (satu)

bulan.

(2) Perusahaan Efek yang melalcukan pelanggaran atas Pasal

7 ayat (1), Pasa1 7 ayat (2), Pasa1 9 ayat (1), Pasa1 9 ayat

(2), dan/atau Pasal 1 1 dalam Peraturan Bank Indonesia

tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang,

sebanyak 3 (tiga) ka1i selama 6 (enam) bulan dikenakan

sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang,

yaitu kegiatan sebagai Kustodian dan/atau Transaksi
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Sertifikat Deposito untuk kepentingan sendiri dan/atau

nasabah, selama 1 (satu) bulan.

(3) Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran atas

Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 1 1

dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang, sebanyak 3 (tiga) kali

selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian

sementara kegiatan di Pasar Uang, yaitu pemberian jasa

perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito,

selama 1 (satu) bulan.

(4) Bank Indonesia menyampaikan surat penghentian

sementara kegiatan di Pasar Uang kepada Bank,

Perusahaan Efek, atau Perusahaan Pialang yang

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan tembusan kepada

otoritas yang berwenang.

(5) Contoh pengenaan sanksi penghentian sementara

kegiatan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin

Pasa1 24

(1) Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang

yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara

kegiatan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar

Uang, sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi

pencabutan izin yang telah diberikan.

(2) Bank Indonesia menyampaikan surat pencabutan izin

kepada Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan

Pialang, dengan tembusan kepada otoritas yang

berwenang.
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(3) Contoh pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai

berlaku, Surat Edaran Nomor 2 1 /27/UPG tanggal 27 Oktober

1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan

Lembaga Keuangan Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 26

Kewajiban pelaporan yang disampaikan oleh:

a. Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 14

ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang;

b. Perusahaan Pia1ang sebagaimana dimaksud dalam Pasa1

14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang; atau

c. LPP sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 14 ayat (3)

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang,

mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Pasal 27

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada

tangga1 1 Juli 2017.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017

TENTANG

TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSJTO

DI PASAR UANG

UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter,

makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem

pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlu dilakukan

pengembangan pasar uang yang likuid, dalam, dan efisien. Salah satu

elemen utama pengembangan pasar uang adalah pengembangan

instrumen pasar uang yang mampu mendorong tersedianya variasi

instrumen bagi pelaku pasar.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang. DaIam ketentuan tersebut, Bank Jndonesia

selaku otoritas di pasar uang mengatur, memberikan perizinan,

mengembangkan dan mengawasi Sertifikat Deposito yang dapat

ditransaksikan di Pasar Uang. Ketentuan tersebut merupakan landasan

hukum bagi pelaku pasar da1am melakukan transaksi Sertifikat Deposito

di Pasar Uang.

Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut, Bank Indonesia

menetapkan peraturan pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman

pelaksanaan bagi pelaku pasar dalam melakukan transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang, yang terdiri dari aspek perizinan, pelaporan, dan

pengawasan.
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11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan tanggal penerbitan» adalah tanggal

dilakukannya distribusi Sertifikat Deposito secara

elektronik oleh LPP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup pelaksanaan:

1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada

nasabah;

2. perlindungan konsumen; dan

A
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3. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam penerbitan Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang mengacu pada

ketentuan otoritas yang berwenang mengatur penerapan

manajemen risiko bank.

Huruf d

Pertimbangan risiko sistemik bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman (awareness) penerbit mengenai

dampak dari penerbitan Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang terhadap stabilitas sistem

keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Prosedur operasi standar mencakup paling sedikit antara

lain:

1. judul prosedur operasi standar;

2. penanggung jawab prosedur operasi standar;

3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;

4. diagram alir (flowchart) dan penjelasan pelaksanaan

tahapan prosedur (input, process, output); dan
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5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap

prosedur.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. penerapan etika bertransaksi dan market code of

cortduct yang diterima secara umum;

2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada

nasabah;

3. perlindungan konsumen; dan

4. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam penerbitan Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang mengacu pada

ketentuan otoritas yang berwenang mengatur penerapan

manajemen risiko perusahaan efek.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prosedur operasi standar mencakup antara lain:

1. judul prosedur operasi standar;

2. penanggungjawab prosedur operasi standar;

3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;

4. diagram alir (flowchart) dan penjelasan pelaksanaan

tahapan prosedur (input, process, output); dan

5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap

prosedur.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. penerapan etika bertransaksi dan market code of

conduct yang diterima secara umum;

2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada

nasabah;

3. perlindungan konsumen; dan

4. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam penerbitan Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang mengacu pada

ketentuan otoritas yang berwenang mengatur penerapan

manajemen risiko bank dan perusahaan efek.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

d)
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Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penelitian administratif dilakukan setelah surat permohonan

dan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan diterima

secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Klarifikasi lanjutan dilakukan dalam hal diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasa1 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan putusan badan peradilan adalah

putusan yang dapat mempengaruhi kinerja/legalitas Bank,

Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang, antara lain

putusan kepailitan, pembubaran perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
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Pasal 9

Pencantuman pernyataan dapat ditransaksikan di Pasar Uang

dalam rangka transparansi kepada investor bahwa Sertifikat Deposito

yang memiliki fitur dapat ditransaksikan di Pasar Uang hanya dapat

diterbitkan oleh Bank yang telah memperoleh izin dari Bank

Indonesia.

Dokumen informasi penawaran yang digunakan antara lain dalam

bentuk memorandum informasi atau dokumen sejenis yang lazim

dipergunakan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasa1 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tanggal penerbitan adalah tanggal

dilakukannya distribusi Sertifikat Deposito secara

elektronik oleh LPP.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasa1 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasa1 23

Cukup jelas.
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Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

4:
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LAMPIRAN I

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017
TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PERHITUNGAN TENOR

Contoh 1:

Bank A menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar

Uang sebagai berikut:

Tanggal distribusi : 10 Mei 2017

Tanggaljatuh tempo : 8 Agustus 2017

Jumlah hari : 90 hari

Perhitungan bulan tenor adalah (90 hari / 30 hari) yaitu 3 bulan.

Contoh 2:

Bank B menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar

Uang sebagai berikut:

Tanggal distribusi : 1 2 Juni 20 1 7

Tanggal jatuh tempo : 1 2 Juni 20 1 8

Jumlah hari : 365 hari

Perhitungan bulan tenor adalah (365 hari / 30 hari) yaitu 12 bulan lebih 5

hari.

Sertifikat Deposito ini diperhitungkan memiliki tenor 1 2 bulan karena

kelebihan hari masih kurang dari 15 hari. Dengan demikian tenor

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Contoh 3:

Bank C menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar

Uang sebagai berikut:

Tanggal penerbitan : 10 Juni 2017

Tanggal jatuh tempo : 24 Desember 20 1 7

Ai
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Jumlah hari : 197 hari

Perhitungan bulan tenor adalah (197 hari / 30 hari) yaitu 6 bulan lebih 17

hari.

Sertifikat Deposito ini diperhitungkan memiliki tenor 7 bulan karena

kelebihan hari lebih dari 15 hari. Dengan demikian tenor Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang ini tidak memenuhi

ketentuan yang berlaku, dan terhadap Bank C akan dikenakan sanksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

LtC4;
PERRY WARJIYO



LAMPIRAN 11

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017
TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI PENERBIT SERTIFIKAT

DEPOSITO YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

Kepada

Bank Indonesia

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Gedung C Lt.5

J1. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Izin Sebagai Penerbit Sertifikat Deposito yang

Ditransaksikan di Pasar Uaiig

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi penerbit

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang, disertai lampiran

dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia sebagai

berikut:

a. informasi perusahaan, paling sedikit meliputi nama, alamat kantor

pusat dan kontak korespondensi, serta daftar nama direksi dan

dewan komisaris perusahaan;

b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terkini yang telah

memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran

dasar dari instansi yang berwenang;

c. fotokopi surat persetujuan untuk menerbitkan Sertifikat Deposito

da1am bentuk tanpa warkat (scripless) dari otoritas yang berwenang;

dan
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d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Surat permohonan dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal

yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari

tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat berwenang

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN 111

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/7 /PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI PERANTARA

PELAKSANAAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

Kepada

Bank Indonesia

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Gedung C Lt.5

J1. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin Sebagai Perantara Pelaksanaan Transaksi

Sertifikat Deposito

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi perantara

pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito, disertai lampiran dokumen

pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia sebagai berikut:

Bagi Perusahaan Efek:*)

a. informasi perusahaan, paling sedikit meliputi nama, alamat kantor

pusat dan kontak korespondensi, serta daftar nama direksi dan

dewan komisaris perusahaan;

b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terkini yang telah

memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran

dasar dari instansi yang berwenang;



L
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c. fotokopi surat persetujuan izin usaha sebagai perantara pedagang

efek dari otoritas yang berwenang;

d. prosedur operasi standar dalam kegiatan perantara pelaksanaan

Transaksi Sertifikat Deposito; dan

e. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Bagi Perusahaan Pialang:*)

Surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Surat permohonan dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal

yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari

tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama Perusahaan

Tandatangan pejabat berwenang

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN Iv

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI KUSTODIAN

SERTIFIKAT DEPOSITO YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

Kepada

Bank Indonesia

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Gedung C Lt.5

J1. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Izin Sebagai Kustodian Sertifikat Dejsit vng

Ditransaksikan di Pasar Uang

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Kustodian

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang, disertai lampiran

dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia sebagai

berikut:

a. informasi perusahaan, paling sedikit meliputi nama, alamat kantor

pusat dan kontak korespondensi, serta daftar nama direksi dan

dewan komisaris perusahaan;

b. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terkini yang telah

memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran

dasar dari instansi yang berwenang;

c. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha bank umum sebagai

Kustodian dari otoritas yang berwenang (bagi Bank) atau fotokopi
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surat persetujuan izin kegiatan usaha sebagai perantara pedagang

efek yang dapat mengadministrasikan rekening efek nasabah dari

otoritas yang berwenang (bagi Perusahaan Efek);

d. prosedur operasi standar dalam kegiatan Kustodian Sertifikat

Deposito; dan

e. surat pemyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Surat permohonan dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal

yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari

tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat berwenang

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN V

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PENERBIT SERTIFIKAT DEPOSITO

YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang)
.

Nama (perusahaan)
.

Alamat (perusahaan)
.

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menerbitkan Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Berkenaan dengan pengajuan izin tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. perusahaan kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di

Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;

2. perusahaan kami telah memahami seluruh kriteria yang harus

dipenuhi oleh penerbit Sertifikat Deposito sesuai dengan Peraturan

Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

beserta peraturan pelaksanaannya dan akan memastikan

pemenuhan kriteria tersebut setiap kali akan menerbitkan Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang;

3. perusahaan kami akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan

manajemen risiko dalam proses penerbitan Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang yang meliputi:



-2-

a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan

keterbukaan informasi kepada nasabah;

b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;

c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan

d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait dengan

penerbitan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang,

mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang mengatur

penerapan manajemen risiko bank.

4. perusahaan kami telah mempertimbangkan risiko sistemik1)dalam

penerbitan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal

yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul

menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada

paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*)

Nama Jelas

(Direktur/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

*) Bermeterai cukup

) Pernyataan telah mempertimbangkan risiko sistemik dibuat berdasarkan

pemahaman terhadap pedoman sebagaimana terlampir.
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PEDOMAN PERTIMBANGAN RISIKO SISTEMIK SERTIFIKAT DEPOSITO

YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

Penerbit Sertifikat Deposito yang Ditransaksikan di Pasar Uang perlu

mempertimbangkan risiko sistemik, mengingat institusi dan instrumen

pasar uang terkait erat dengan sistem keuangan. Pertimbangan tersebut

dinyatakan dalam Surat Pernyataan, dengan memperhatikan paling

kurang terhadap faktor-faktor yang tercantum dalam check list di bawah

ini.

Check list Awareness Terhadap Risiko Sistemik

* Beri tanda () apabila Saudara telah mempertimbangkan faktor-faktor

tersebut.

No. Indikator Pertanyaan

1. Slze Apakah Saudara telah mempertimbangkan

besarnya total aset bank Saudara terhadap
total aset industri dan ranking bank Saudara

dalam industri perbankan dari sisi total aset?

Apakah Saudara telah mempertimbangkan
besarnya total outstanding eksposur Sertifikat

Deposito yang akan diterbitkan terhadap total

instrumen sejenis di pasar uang?

2. Complexity Apakah Saudara telah mempertimbangkan

kompleksitas Sertifikat Deposito yang

diterbitkan bank Saudara dibandingkan

dengan instrumen sejenis?

Dalam hal bank Saudara menerbitkan

Sertifikat Deposito dalam denominasi selain

rupiah, apakah Saudara telah

mempertimbangkan risiko nilai tukar yang

timbul dari penerbitan tersebut?

3. Inter-

connectedness

Apakah bank Saudara terkait dengan suatu

kelompok usaha/konglomerasi?

Apakah Saudara telah mempertimbangkan
bahwa penerbitan instrumen dari bank

Saudara dapat menimbulkan keterkaitan

keuangan yang tinggi antara Saudara dengan
para investor?

1



-4 -

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*)

Nama Jelas

(Direktur/ Pejabat Eksekutif

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN VI

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017

TANGGAL 19 J1JNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PERANTARA PELAKSANAAN

TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang)

Nama (perusahaan)

Alamat (perusahaan)

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundan—

undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi perantara

pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito.

Berkenaan dengan pengajuan izin tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. perusahaan kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di

Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;

2. perusahaan kami telah memahami adanya kewajiban terkait

pelaporan yang harus dipenuhi oleh perantara pelaksanaan

Transaksi Sertifikat Deposito sesuai dengan Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang beserta

peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan

Transaksi Sertifikat Deposito sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

dan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan

transaksi sertifikat deposito oleh perusahaan efek dan perusahaan

pialang, beserta peraturan pelaksanaannya;
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3. perusahaan kami akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan

manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito yang meliputi:

a. kebijakan dan prosedur dalam penerapan etika bertransaksi dan

market code of conduct yang diterima secara umum;

b. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan

keterbukaan informasi kepada nasabah;

c. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;

d. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan

e. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait dengan

penyediaan jasa perantara Transaksi Sertifikat Deposito,

mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang mengatur

penerapan manajemen risiko perusahaan efek.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam ha1 di kemudian hari ditemukan ha1-hal

yang tidak sesuai dengan pernyataan, sega1a akibat hukum yang timbul

menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat da1am keadaan sadar dan tidak ada

paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kota, Tangga1/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*)

Nama Jelas

(Direktur / Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

*) Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN VII

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS KUSTODIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang)
.

Nama (perusahaan)
.

Alamat (perusahaan)
.

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Kustodian

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Berkenaan dengan pengajuan izin tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. perusahaan kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di

Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;

2. perusahaan kami akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan

manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito yang meliputi:

a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan

keterbukaan informasi kepada nasabah;

b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;

c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan

d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penyediaan

jasa Kustodian Sertifikat Deposito, mengacu pada ketentuan
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otoritas yang berwenang mengatur penerapan manajemen risiko

bank dan perusahaan efek.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal

yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul

menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat da1am keadaan sadar dan tidak ada

paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Tempat, Tanggal/ Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*)

Nama Jelas

(Direktur / Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

*) Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN VIII

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/7/PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH INFORMASI PERUSAHAAN

IDENTITAS PERUSAHAAN Keterangan

Nama : FF XXX

Alamat

Tlp/Fax

NPWP

Korespondensi : Corporate Secretary/Compliance

Nama

Alamat

Tlp/ Email

2 DATA PERIZINAN Keterangan

Izin Usaha

Mulai Beroperasi

Akte Pendirian : tgl.

Notaris

Pengesahan Menkeh

4 NAMA PEMEGANG SAHAM (DIATAS 5%) Keterangan

5 NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS (BESERTA JABATAN) Keterang

6 LAIN-LAIN Keterangan

Peringkat Kredit (Credit Rating) Perusahaan Terkini

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

1



LAMPIRAN Ix

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7/PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

Contoh 1:

Bank A menjual Sertifikat Deposito kepada Bank B pada tanggal 16

Agustus 2017 (Rabu). Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan paling

lama 5 hari kerja setelah tanggal transaksi yaitu pada tanggal 23 Agustus

2017 (Rabu).

Dalam hal terdapat 1 hari libur (tanggal 17 Agustus 2017) selain hari

Sabtu dan hari Minggu selama periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai

dengan tanggal 23 Agustus 2017, penyelesaian transaksi dilakukan paling

lama pada tanggal 24 Agustus 2017.

Contoh 2:

Manajer Investasi C yang merupakan nasabah dari Perusahaan Efek X

membeli Sertifikat Deposito dari Lembaga Dana Pensiun D yang

merupakan nasabah dari Perusahaan Efek ¥ pada tangga1 20 September

20 17 (Rabu). Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan pa1ing lama 5 hari

kerja setelah tanggal transaksi yaitu pada tanggal 27 September 2017

(Rabu).

Dalam hal terdapat 1 hari libur (tanggal 2 1 September 20 1 7) selain hari

Sabtu dan hari Minggu selama periode tanggal 20 September 20 1 7 sampai

dengan tangga1 27 September 2017, penyelesaian transaksi dilakukan

paling lama pada tanggal 28 September 2017.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN X

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7 /PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PERHITUNGAN HARGA TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

Pada tanggal 7 Mei 2018, Bank A sepakat untuk menjual Sertifikat

Deposito yang memiliki tenor 12 bulan di pasar sekunder terhadap Bank

B sebagai berikut:

Nilai Nominal Sertifikat Deposito

Tanggal distribusi Sertifikat Deposito

Tanggal jatuh tempo

Tingkat diskonto yang disepakati

Tanggal transaksi (value date) : 7 Mei

Tanggal penyelesaian (settlement date)

Jumlah hari dari tanggal penyelesaian s/d jatuh tempo

Konvensi perhitungan hari (day-count convention)

Nilai Tunai dapat dihitung sebagai berikut:

Nilai Nominal x Day — Count Ccnvention
Nilai Tunai =

Day — Count Convention + (Tingkat Dislconto x angka Waktu)

Rp 10.000.000.000 x 36C
—

360 + (8,lo9f, x 142)

= Rp9.690.391.977

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

Rp 10.000.000.000,00

30 September 20 1 7

30 September 20 1 8

8,1%

2018

11 Mei2018

142 hari

360



LAMPIRAN XI

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7/PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH LARANGAN PENJUALAN SERTIFIKAT DEPOSITO KEPADA

BUKAN PENDUDUK

Contoh 1:

Bank C memiliki Sertifikat Deposito dan bermaksud untuk menjual

Sertifikat Deposito tersebut. Apabila Bank C menjual Sertifikat Deposito

yang dimilikinya kepada Nasabah Bukan Penduduk yaitu Y Limited di

pasar sekunder maka Bank C telah melakukan pelanggaran atas larangan

transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.

Selanjutnya Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada Bank C atas

pelanggaran tersebut.

Contoh 2:

Perusahaan Efek A yang memberikan jasa perantara Transaksi Sertifikat

Deposito mendapatkan instruksi penjualan Sertifikat Deposito di pasar

sekunder dari nasabah penduduk yaitu Korporasi B. Atas dasar instruksi

tersebut Perusahaan Efek A memberikan jasa perantara transaksi jual

Sertifikat Deposito di pasar sekunder dari Korporasi B kepada Nasabah

Bukan Penduduk yaitu X Limited maka Perusahaan Efek A telah

melakukan pelanggaran atas larangan transaksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Selanjutnya Bank Indonesia akan

memberikan sanksi kepada Perusahaan Efek A atas pelanggaran tersebut.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN XII

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7/PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

Contoh 1:

Bank A telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit

Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang pada tanggal

1 Agustus 2017.

Selanjutnya pada tanggal 1 September 2017, Bank A menerbitkan

Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang dengan

nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan

tenor 15 bulan.

Tenor Sertifikat Deposito yang diterbitkan tersebut tidak memenuhi

kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang sehingga

Bank A dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar

Uang, berupa sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima

puluh juta Rupiah), yaitu 0,O1% dikali dengan nilai nominal penerbitan

Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Contoh 2:

Perusahaan Efek X melakukan penjualan Sertifikat Deposito sebesar

RplO.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) di pasar sekunder kepada

Bukan Penduduk yaitu ABC Limited. Transaksi ini melanggar ketentuan

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang sehingga Perusahaan Efek dikenakan sanksi

kewajiban membayar sebesar RplO.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan Efek X bukan sebesar Rp



L
-

1.000.000,- (satu juta Rupiah) yaitu O,O1% dikali dengan nominal

transaksi Rp 1O.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), karena

berdasarkan Pasal 1 5 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, nilai pengenaan sanksi

kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

Rupiah).

Contoh 3:

Perusahaan Pialang P menerima permintaan jasa perantara transaksi

untuk penjua1an Sertifikat Deposito dari Bank Q sebesar

Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Atas instruksi tersebut,

Perusahaan Pialang P memberikan jasa perantara transaksi penjualan

kepada Bukan Penduduk yaitu XYZ Corporation. Transaksi ini melanggar

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang, sehingga Perusahaan Efek dikenakan sanksi

kewajiban membayar RplO.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Sanksi yang

dikenakan kepada Perusahaan Pialang P bukan sebesar Rp 500.000,-

(lima ratus ribu Rupiah) yaitu 0,0 1% dika1i dengan nomina1 transaksi

Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), karena berdasarkan Pasal 15 ayat

(5) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di

Pasar Uang, nilai pengenaan sanksi kewajiban membayar pa1ing sedikit

sebesar Rp 10.000.000 ,- (sepuluh juta Rupiah).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN XJII

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7/PADG/2017

TANGGAL 19 JUNI 2017

PERJHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PENGENAAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA

KEGIATAN DI PASAR UANG

Contoh 1:

Bank A telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit

Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang pada tanggal

17 Juli 2017.

Pada tanggal 1 Agustus 2017, Bank A menerbitkan:

a. Sertifikat Depositoseri A yang ditransaksikan di Pasar Uang dengan

tenor 15 bulan dengan nominal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga

ratus miliar Rupiah); dan

b. Sertifikat Deposito seri B yang ditransaksikan di Pasar Uang dengan

tenor 18 bulan dengan nominal sebesar Rp105.000.000.000,-

(seratus lima miliar Rupiah).

Terkait penerbitan Sertifikat Deposito pada tanggal 1 Agustus 2017, Bank

A melanggar:

a. Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang, untuk penerbitan Sertifikat

Deposito seri A; dan

b. Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia tentang

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, untuk penerbitan

Sertifikat Deposito seri B,

sehingga terjadi 2 kali pelanggaran yang masing-masing dikenakan sanksi

kewajiban membayar.

Selanjutnya pada tanggal 1 September 20 1 7, Bank A melakukan

penjualan atas Sertifikat Deposito yang dimiliki kepada pihak Bukan

Penduduk sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Dalam

hal ini Bank A melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
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tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang karena Bank A

menjual Sertifikat Deposito kepada Bukan Penduduk.

Dengan demikian, karena telah terjadi 3 kali pelanggaran dalam kurun

waktu kurang dari 6 bulan yang dimulai dari pelanggaran pertama pada

tanggal 1 Agustus 20 1 7 Bank A dikenakan sanksi penghentian sementara

kegiatan di Pasar Uang, yaitu:

a. tidak dapat menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di

Pasar Uang;

b. tidak dapat menerima nasabah untuk kegiatan sebagai Kustodian

Sertifikat Deposito; dan

c. tidak dapat melakukan Transaksi Sertifikat Deposito,

selama 1 bulan.

Contoh 2:

Pada tanggal 1 September 2017, Perusahaan Efek B memberikan jasa

perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan

nasabah sebanyak 1 kali sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pada saat Perusahaan Efek B memberikan jasa perantara pelaksanaan

transaksi tersebut, kewajiban memperoleh izin telah berlaku. Dengan

demikian Perusahaan Efek B telah melanggar Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Atas

pelanggaran tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi teguran

tertulis.

Selanjutnya setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, pada tanggal

10 dan 17 November 2017, Perusahaan Efek B memberikan 2 ka1i jasa

perantara pelaksanaan penjualan Sertifikat Deposito dari nasabahnya

yaitu penduduk R kepada nasabah Bukan Penduduk T. Atas pelanggaran

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi

kewajiban membayar.

Dengan demikian, karena telah terjadi 3 kali pelanggaran dalam kurun

waktu 6 bulan yang dimulai dari pelanggaran pertama pada tanggal 1

September 20 17, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi penghentian

sementara kegiatan di Pasar Uang yaitu:
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a. tidak dapat menerima nasabah untuk kegiatan sebagai Kustodian

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang;

b. tidak dapat melakukan Transaksi Sertifikat Deposito; dan

c. tidak dapat memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi

Sertifikat Deposito,

selama 1 bulan.

Contoh 3:

Pada bulan Oktober 2017, Perusahaan Pialang C memberikan jasa

perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan

nasabah sebanyak 1 kali sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pada saat Perusahaan Pialang C memberikan jasa perantara pelaksanaan

transaksi tersebut, kewajiban memperoleh izin telah berlaku. Dengan

demikian, Perusahaan Pialang C telah melanggar Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar

Uang. Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Pia1ang C dikenakan sanksi

teguran tertulis.

Selanjutnya setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, pada bulan

Desember 2017, Perusahaan Pialang C memberikan 2 kali jasa perantara

pelaksanaan penjualan Sertifikat Deposito dari nasabahnya yaitu

Penduduk R kepada nasabah Bukan Penduduk T. Atas pelanggaran Pasal

9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito

di Pasar Uang, Perusahaan Pialang C telah dikenakan sanksi kewajiban

membayar.

Dengan demikian, karena telah terjadi 3 kali pelanggaran dalam kurun 6

bulan yang dimulai dari pelanggaran pertama pada tanggal 1 Oktober

2017, Perusahaan Pialang C dikenakan sanksi penghentian sementara

kegiatan perantara pelaksanaan transaksi Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang selama 1 (satu) bulan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO



LAMPIRAN xIv

PERATURAN ANGQOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 7/PADG/2017

TANGGAL 19 JTJNI 2017

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

DI PASAR UANG

CONTOH PENGENAAN SANKSI PENCABUTAN IZIN

Contoh 1:

Bank A telah memperoleh izin sebagai penerbit dan Kustodian Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang dari Bank Indonesia. Akibat

pelanggaran berulang terhadap ketentuari, Bank A telah dikenakan sanksi

penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 2 kali yaitu (1)

periode tanggal 1 Februari 20 18 sampai dengan tanggal 1 Maret 20 18 dan

(2) periode tanggal 15 November 20 19 sampai dengan tanggal 15

Desember 2019. Selanjutnya Bank A dalam kurun waktu Januari 2020

sampai dengan Februari 2020 melakukan kembali 3 kali pelanggaran yang

sanksinya berupa penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang.

Atas pelanggaran tersebut, Bank A dikenakan sanksi pencabutan izin

sebagai penerbit dan Kustodian Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di

Pasar Uang.

Contoh 2:

Perusahaan Efek B telah memperoleh izin sebagai perantara pelaksanaan

transaksi dan Kustodian Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar

Uang dari Bank Indonesia. Akibat pelanggaran berulang terhadap

ketentuan, Perusahaan Efek B telah dikenakan sanksi penghentian

sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 2 kali yaitu (1) periode 1 Mei

2018 sampai dengan 1 Juni 2018 dan (2) periode 15 Januari 2019 sampai

dengan 15 Februari 2019. Selanjuthya Perusahaan Efek B dalam kurun

waktu November 2020 sampai dengan Desember 2020 melakukan kembali

3 kali pelanggaran yang sanksinya berupa penghentian sementara

kegiatan di Pasar Uang.
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Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi

pencabutan izin sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan Kustodian

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Contoh 3:

Perusahaan Pialang C telah memperoleh izin sebagai perantara

pelaksanaan transaksi Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar

Uang dari Bank Indonesia. Akibat pelanggaran berulang terhadap

ketentuan, Perusahaan Pialang C telah dikenakan sanksi penghentian

sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 2 kali yaitu (1) periode 1

Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019 dan (2) periode 15 November

2020 sampai dengan 1 5 Desember 2020. Selanjutnya Perusahaan Pialang

C dalam kurun waktu Januari 202 1 sampai dengan April 202 1 melakukan

kembali 3 kali pelanggaran yang sanksinya berupa penghentian

sementara kegiatan di Pasar Uang.

Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Pialang C akan dikenakan sanksi

pencabutan izin sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat

Deposito.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,011

PERRY WARJWO



RINGKASAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA

Peraturan : Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/7/PADG/2017 tentang Transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang

Tanggal : l9Juni2Ol7

Berlaku : 1 iuli 201 7

Latar belakang dan Tujuan

Dalam mendorong peningkatan efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan

diperlukan pasar uang yang likuid, dalam, dan efisien. Pengembangan pasar dapat dilakukan

salah satunya melalui pengembangan instrumen pasar uang yang diharapkan meningkatkan

variasi instrumen bagi pelaku pasar. Salah satu alternatif instrumen pasar uang yang dapat

dikembangkan adalah instrumen Sertifikat Deposito.

Pada bulan Maret 201 7, Bank lndonesia telah menerbitkan PBI Nomor 1 9/2/PBI/201 7 tentang

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Bank lndonesia selaku otoritas di pasar uang

berperan dalam mengatur, memberikan perizinan, mengembangkan dan mengawasi

instrumen Pasar Uang, termasuk Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Selanjutnya, PBI Transaksi Sertifikat Deposito diharapkan dapat memberikan landasan hukum

bagi pelaku pasar dalam melakukan transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.

Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut, Bank lndonesia menetapkan peraturan

pelaksanaan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank lndonesia sebagai pedoman

pelaksanaan bagi penerbit dan pelaku pasar dalam transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang,

yang terdiri dari aspek perizinan, pelaporan, dan pengawasan.

11. Materi Pengaturan

1. Tata cara pengajuan Permohonan lzin bagi Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang:

a. sebagai Penerbit Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang;

b. sebagai Perantara Transaksi Sertifikat Deposito; dan

c. sebagai Kustodian Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.



2. Pemrosesan Permohonan lzin

a. Bank lndonesia memberikan izin atau menolak permohonan izin secara tertulis paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen

pendukung sesuai yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Bank lndonesia.

b. Bank lndonesia melakukan penelitian administratif terhadap kesesuaian dokumen

yang diajukan sebagaimana kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan Bank

lndonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang beserta peraturan

pela ksanaa nnya.

c. Bank lndonesia dapat melakukan klarifikasi lanjutan dalam bentuk:

1) pertemuan tatap muka dengan pihak yang mengajukan izin untuk melakukan

verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan; dan/atau

2) meminta informasi kepada otoritas yang berwenang.

d. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, Bank lndonesia memutuskan

untuk:

1) memberikan izin; atau

2) menolak permohonan.

3. Keterbukaan lnformasi

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang harus

mencantumkan pernyataan dapat ditransaksikan di Pasar Uang dalam halaman depan

dokumen informasi penawaran kepada investor.

4. Pelaporan

a. Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang wajib menyampaikan laporan kepada

Bank lndonesia yang terdiri atas:

1) laporan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan sendiri yang dilakukan oleh

Bank dan Perusahaan Efek; dan/atau

2) laporan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan nasabah yang dilakukan

2



oleh Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai perantara.

b. Laporan disampaikan kepada Bank lndonesia dengan pengaturan sebagai berikut:

1) bagi pelapor Bank, melalui sistem laporan harian bank umum;

2) bagi pelapor Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang, melalui sistem laporan

sebagaimana diatur datam ketentuan Bank lndonesia yang mengatur mengenai

laporan transaksi sertifikat deposito oleh perusahaan efek dan perusahaan pialang.

5. Pengawasan

a. Bank lndonesia melakukan pengawasan terhadap Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan

Pialang, dan LPP yang terkait dengan penerbitan dan transaksi Sertifikat Deposito

yang ditransaksikan di Pasar Uang.

b. Pengawasan yang dilakukan meliputi:

1) pengawasan tidak langsung; dan/atau

2) pemeriksaan.

c. Dalam melakukan pengawasan, Bank lndonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas

lain yang berwenang.

3



TANYA JAWAB PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 1 9/7IPADGI2O1 7

TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO Dl PASAR UANG

UMUM

Q : Apa latar belakang penerbitan PADG Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar

Uang?
A : Dalam rangka implementasi PBI No.19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat

Deposito di Pasar Uang, Bank lndonesia menetapkan peraturan pelaksanaan yang

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaku pasar dalam melakukan

transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, yang terdiri dari aspek perizinan,
pelaporan, dan pengawasan. Selain itu, peraturan pelaksanaan tersebut dimaksudkan

untuk menyamakan pemahaman pelaku pasar Sertifikat Deposito di Pasar Uang.

111. TENOR SERTIFIKAT DEPOSITO YANG

DITRANSAKSIKAN Dl PASAR UANG

Q : Mengapa ditetapkan pengaturan perhitungan tenor Sertifikat Deposito yang

ditransaksikan di Pasar Uang?
A : Tenor Sertifikat Deposito yang diterbitkan bank seringkali tidak dalarn satuan bulan

melainkan dalam satuan hari. Sedangkan dalam PBI Transaksi Sertifikat Deposito di

Pasar Uang diatur kewajiban tenor yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 2 bulan,
24 bulan, atau 36 bulan. Terkait hal tersebut diperlukan tata cara perhitungan tenor

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang sehingga terdapat ekuivalensi

dari satuan hari terhadap tenor bulan yang akan menjadi objek pengawasan Bank

lndonesia.

2. Q : Apakah Sertifikat Deposito yang diterbitkan dengan tenor selain 1 bulan, 3

bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 2 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan dapat diterbitkan

dan ditransaksikan di Pasar Uang?
A : Tidak. Pengaturan tenor dimaksudkan untuk pembentukan yield curve Sertifikat

Deposito yang standar, sehingga apabila terdapat minat untuk tenor yang tidak

diatur maka dapat direkomendasikan penerbitan di tenor terdekat.

V. PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

1. Q : Bagaimana sifat perizinan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang?
A : Perizinan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang bersifat izin prinsip

sehingga pelaku pasar yang untuk pertama kali akan melakukan aktivitas transaksi

Sertifikat Deposito di Pasar Uang wajib mengajukan izin kepada Bank lndonesia.

Pengajuan izin tersebut hanya dilakukan 1 kali pada saat pertama kali akan menjadi
penerbit, perantara pelaksanaan transaksi, atau kustodia n Sertifi kat Deposito.

2. Q : Apakah terdapat maksimal batasan waktu penerbitan Sertifikat Deposito sejak
diterimanya izin dari Bank lndonesia?

A : Sifat perizinan Bank lndonesia yang bersifat perizinan pinsip sehingga tidak diatur

batasan waktu Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito setelah mendapatkan izin

dari Bank lndonesia. Namun demikian, setiap kali Bank menerbitkan Sertifikat

Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang maka Bank wajib menyampaikan laporan
realisasi penerbitan kepa da Bank lndonesia.

3. Q : Apakah pelaku pasar dapat memperoleh izin lebih cepat dari batas waktu

maksimal pemrosesan izin yang diatur oleh Bank lndonesia?



A : Pengaturan batas waktu maksimal pemrosesan izin diperlukan untuk memberikan

kepastian kepada pelaku pasar terkait dengan proses pengajuan izin yang dilakukan.

Dalam hal pelaku pasar menyampaikan dokumen secara lengkap dan benar serta

tidak diperlukan klarifikasi lanjutan oleh Bank lndonesia maka Bank lndonesia dapat
memberikan izin lebih cepat daripada batas waktu maksimal yang diatur.

4. Q : Apakah investor dan pelaku pasar lainnya dapat mengakses informasi terkait

daftar penerbit/perantara transaksi/Kustodian yang telah memperoleh izin dari

Bank lndonesia?

A : Bank lndonesia akan mempublikasikan dalam website Bank lndonesia terkait daftar

penerbit/perantara transaksi/Kustodian yang telah memperoleh izin. Hal tersebut

dimaksudkan agar investor dan pelaku pasar lainnya dapat mengetahui
penerbit/perantara transaksi/Kustodian yang telah mendapatkan izin dari Bank

lndonesia, sehingga pelaku pasar dan investor mendapat kepastian terkait dengan
pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai penerbit/perantara transaksi/Kustodian

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.
5. Q : Apakah Bank dan Perusahaan Efek terkait perlu mendapatkan izin dari otoritas

yang berwenang terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan kepada
Bank lndonesia?

A : Bank dan Perusahaan Efek terkait perlu memperhatikan apabila terdapat regulasi
lainnya yang mensyaratkan izin dari otoritas yang berwenang sebelum mengajukan
permohonan izin dari Bank lndonesia. Namun demikian, Bank lndonesia

mensyaratkan dokumen yang membuktikan bahwa Bank dan Perusahaan Efek telah

memperoleh izin usaha/kegiatan usaha sebagai bukti kemampuan dalam

menjalankan fungsi-fungsi dalam pasar Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di

Pasar Uang.
6. Q : Apakah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagai perantara

pedagang efek yang dapat mengadministrasikan rekening efek nasabah dapat
mengajukan izin sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan Kustodian

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang secara bersamaan?

A : Perusahaan Efek tersebut dapat mengajukan izin secara bersamaan namun dengan
tetap memperhatikan dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Dalam hal

terdapat dokumen yang sama dalam proses pengajuan permohonan izin maka dapat
disampaikan hanya 1 kali.

7. Q : Apakah Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan izin kelembagaan dari

Bank lndonesia dapat langsung menjadi perantara pelaksanaan transaksi

Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang?
A : Sesuai dengan ketentuan, Perusahaan Pialang wajib mengajukan permohonan izin

terlebih dahulu kepada Bank lndonesia sebelum dapat menjadi perantara

pelaksanaan transaksi Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang
walaupun sebelumnya telah mendapatkan izin kelembagaan dari Bank lndonesia.

8. Q : Apakah Bank dan Perusahaan Efek harus menjadi anggota/ partisipan dari LPP?

A : Dalam menjalankan fungsinya sebagai Kustodian dalam pasar Sertifikat Deposito
yang ditransaksikan di Pasar Uang maka Bank dan Perusahaan Efek harus menjadi
anggota/partisipan LPP.

Vll. PENYAMPAIAN INFORMASI PENERBITAN

Q : Apabila Bank menerbitkan Sertifikat Deposito dalam beberapa seri dan dalam

waktu yang sama, apakah informasi realisasi penerbitan dapat disampaikan
kepada Bank lndonesia secara bersamaan?



A : Bank wajib menyampaikan informasi dengan cakupan sesuai dengan yang diatur

dalam ketentuan untuk setiap seri penerbitan. Penyampaian tersebut dapat dilakukan

dalam satu surat apabila waktu penerbitan tiap seri sama.

lx. TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO Dl PASAR UANG

Q : Apakah Bukan Penduduk dapat menjual kepada Penduduk di pasar sekunder?

A : Larangan hanya berlaku tehadap penjualan Sertifikat Deposito dari Penduduk kepada
Bukan Penduduk, bukan sebaliknya. Dengan demikian1 Bukan Penduduk dapat
menjual Sertifikat Deposito kepada Penduduk atau Bukan Penduduk lainnya di pasar

sekunder.

Xl. PELAPORAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO Dl

PASAR UANG

Q : Bagaimana Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang menyampaikan laporan
kepada Bank lndonesia?

A : Kewajiban penyampaian laporan kepada Bank lndonesia bagi Perusahaan Efek dan

Perusahaan Pialang baru berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Terkait dengan hal

tersebut1 Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang akan diinformasikan oleh Bank

lndonesia terkait dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan
tersebut.

2. Q : Bagaimana pembukuanlpencatatan Sertifikat Depcsito terkait bentuknya sebagai
simpanan namun memiliki sifat yang menyerupai efek dan dapat

dipindahtangankan?
A : Bl tidak mengatur mengenai pembukuan/pencatatan Sertifikat Deposito. Pelaku pasar

dapat mengacu pada regulasi yang mengatur hal tersebut atau standar akuntansi

yang berlaku.


